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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia memerlukan sumberdaya manusia dalam jumlah dan mutu yang 
memadai sebagai pendukung utama dalam pembangunan. Untuk memenuhi 
sumberdaya manusia tersebut, pendidikan memiliki peran yang sangat penting. 
Hal ini sesuai dengan UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional pada Pasal 3, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa 
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan 
nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab. Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan 
karakter peserta didik sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun 
dan berinteraksi dengan masyarakat.  
Untuk menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa memerlukan tingkat kesadaran yang tinggi yang mencakup pemikiran 
tentang arti dan pentingnya kehidupan dan keberadaan manusia, bahwa sesuai 
dengan hakekat pengamalan nilai nilai Pancasila sila yang pertama mengakui 
adanya ketuhanan Yang Maha Esa. 
  
 
Dengan menganut ajaran Tuhan Yang Maha Esa akan tersirat adanya 
tuntutan perilaku yang sesuai dengan ajaran yang terkandung didalamnya yang 
berupa pola perilaku yang diharapkan sesuai dengan tindakan apa yang 
seharusnya dilakukan yang berupa pembentukan aklaq mulia,  hakekat kehidupan 
manusia itu dikaruniai akal sehat sehingga mampu menggunakan daya pikirnya 
yang berupa penguasaan ilmu pengetahuan melalui belajar,  sehingga dengan ilmu 
pengetahuan ini akan membawa kecakapan kemandirian serta bertanggung jawab 
serta terpupuknya rasa solidaritas serta demokratis dan memiliki kreatifitas dari 
berbagai pengalaman dalam menentukan arah dan tujuan hidup bersama di 
tengah-tengah masyarakat yang beraneka ragam, untuk memahami kemampuan 
tehnis kehidupan dengan cara belajar dan memahami pengetahuan dalam 
bernegara. 
Sejalan dengan tujuan PKn, aspek-aspek kompetensi yang mata pelajaran 
pendidikan kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang 
memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu 
melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang 
berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945, cerdas dan terampil. 
Sebagaimana lazimnya semua mata pelajaran, mata pelajaran PKn 
memiliki visi, misi, tujuan dan ruang lingkup isi, visi mata pelajaran PKn adalah 
terwujudnya suatu pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak 
bangsa (Nation and Character Building) dan pemberdayaan warga negara. 
Adapun misi pelajaran PKn adalah membentuk warga negara yang baik, yakni 
  
 
warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam 
kehidupan berbangsa, dan bernegara sesuai dengan UUD 1945, sementara tujuan 
PKn adalah (1), peserta didik memiliki kemampuan berfikir secara rasional, kritis, 
dan kreatif sehingga mampu memahami berbagai wacana kewarganegaraan, (2), 
peserta didik memiliki keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi 
secara demokratis dan bertanggung jawab, (3), peserta didik memiliki watak dan 
kepribadian yang baik, sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
Dengan penguasaan ilmu pengetahuan sesorang dikatakan dapat menguasai 
keadaan dan lingkungan hidupnya, sehingga mereka mampu menyesuaikan diri 
dengan sukses ditengah-tengah masyarakat dimana mereka tinggal. Ali Ibrahim 
Akbar (2000), menyatakan kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata 
oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skillss) saja, tetapi lebih oleh 
kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft skills). Penelitian ini 
mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20 % oleh hard skills dan 
sisanya 80 %oleh soft skills. Bahkan orang-orang tersukses di dunia bisa berhasil 
dikarenakan lebih banyak didukung kemampuan soft skills daripada hard skills. 
 Kelompok mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK 
dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan 
status, hak,  dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan 
bermasayrakat, berbangsa dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya 
sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk wawaan kebangsaan, jiwa 
  
 
patriotisme dalam bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, 
kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, 
demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar 
pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi kolusi, dan nepotisme. Ackerman 
(1988) mengatakan  :“A citizen is a member of a political community who enjoys 
the rights and assumes the duties of membership.” (lato.stanford.edu/ 
entries/citizenshi.) Pendapat ini mengandung makna bahwa warga negara adalah 
anggota dari sebuah komunitas politik yang menikmati hak-hak dan 
mengasumsikan tugas-tugas keanggotaan, tetapi juga memerlukan keseimbangan 
antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. 
Pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran 
yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai yang perlu dikembangkan, 
dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari yang terpadu, 
yaitu memadukan dan mengoptimalkan kegiatan pendidikan informal lingkungan 
keluarga dengan pendidikan formal di sekolah. Dalam hal ini, waktu belajar 
peserta didik di sekolah perlu dioptimalkan agar peningkatan mutu hasil belajar 
dapat dicapai, dengan demikian, mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan 
tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi termasuk afektif yang menyentuh pada 
internalisasi, dan pengamalan nyata dalam kehidupan lulusan sehari-hari di 
masyarakat. 
Menurut lampiran peraturan menteri pendidikan nasional nomor 23 tahun 
2006 tanggal 23 Mei 2006. Pendidikan Kewarganegaraan meliputi kajian: (a) 
Memahami hakekat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) 
  
 
Menganalisa sikap positif terhadap penegakan hukum, peradilan nasional, dan 
tindakan anti korupsi; (c) Menganalisis pola-pola dan partisipasi aktif dalam 
pemajuan, penghormatan serta penegakan HAM baik di Indonesia maupun di luar 
negeri; (d) Menganalisis peran dan hak warga negara dan sistem pemerintahan 
NKRI; (e) Menganalisis budaya politik demokrasi, konstitusi, kedaulatan negara, 
keterbukaan dan keadilan di Indonesia; (f) Mengevaluasi hubungan internasional 
dan sistem hukum internasional; (g) Mengevaluasi sikap berpolitik dan dan 
bermasyarakat madani sesuai dengan Pncasila dan Undang-undang Dasar 1945 
dengan menanamkan sikap nasionalisme, demokrasi kerjasama dan menyikapi 
keberbedaan; (h) Menganalisis peran serta Indonesia dalam politik dan hubungan 
internasional, regional, dan kerjasama global lainnya; (i) Menganalisis sistem 
hukum internasional, timbulnya konflik internasional, dan mahkamah 
internasional.    
Pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan yang selama ini 
diselenggarakan sekolah menengah kejuruan merupakan salah satu usaha untuk 
memahami hakekat bangsa dan Negara kesatuan Kesatuan Repulik indonesai agar 
menguasai dan memahami arti pentingnya bernegara di tengah–tengah 
masyarakat, yang kenyataanya dalam kehidupan sehari hari diwarnai oleh 
berbagai konflik sosial seperti kasus konflik Poso, konflik Ambon dan konflik 
Mesuji. Pembelajaran kewarganegaraan di sekolah menengah kejuruan 
diharapkan dapat menganalisa sikap positif terhadap penegakan hukum,peradilan 
nasional,dan tindakan anti korupsi. Dengan demikian, siswa dihadapkan pada 
  
 
masuknya informasi tentang pelaksanaan sistim hukum yang yang masih jauh dari 
harapan bangsa serta peristiwa korupsi di berbagai lembaga Negara. 
Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah menengah kejuruan 
bertujuan untuk menganalisas pola-pola partisipasi aktif dalam pemajuan, 
penghormatan serta penegakan hak asasi manusia baik di Indonesia maupun di 
luar negeri, sehingga siswa dihadapkan pada permasalahan pelanggaran hak asasi 
manusia seperti terjadinya korban tawuran pelajar yang terjadi di kota-kota di 
Indonesia, Melalui pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu 
meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan 
menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai akhlak mulia sehingga 
terwujud dalam perilaku sehari-hari.  
Peningkatan kualitas pendidikan kewarganegaraan dalam menganalisis 
peran dan hak warga negara dan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia merupakan hal yang sangat diharapkan,karena nantinya siswa 
diharapkan menjadi generasi penerus perjuangan bangsa dalam mencapai cita-cita 
bangsa Indonesia yang secara substantif diwujudkan  dalam kompetensi yang utuh 
pada diri peserta didik. Melalui kecakapan yang berdimensi pengetahuan, sikap 
dan ketrampilan diharapkan dapat merupakan upaya dalam mewujudkan warga 
Negara yang  berkewajiban untuk melestarikan nilai nilai perjuangan sesuai 
dengan cita cita proklamasi 
Kecakapan menganalisis budaya politik demokrasi, konstitusi, kedaulatan 
negara, keterbukaan dan keadilan di Indonesia merupakan hal yang sangat 
dominan mengingat dalam keseharian siswa dihadapkan pada keadaan multi 
  
 
kultur sehingga mestinya memerlukan wawasan yang sangat komplek dalam 
menghadapi kebhinekaan, serta mampu mengevaluasi hubungan internasional dan 
sistem hukum internasional agar nantinya dapat menyesuaikan diri dalam kancah 
globalisasi dan mengevaluasi sikap berpolitik dan dan bermasyarakat madani 
sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dengan menanamkan 
sikap nasionalisme, demokrasi kerjasama dan menyikapi keberbedaan, juga 
diharapkan menganalisis peran serta Indonesia dalam politik dan hubungan 
internasional, regional, dan kerjasama global lainnya, dengan menganalisis sistem 
hukum internasional, timbulnya konflik internasional, dan mahkamah 
internasional. 
Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan nasional, pemerintah 
telah melakukan berbagai upaya seperti halnya pengembangan dan 
penyempurnaan kurikulum, pengembangan materi pembelajaran, perbaikan sistem 
evaluasi,  pengadaan buku dan alat-alat pelajaran, perbaikan sarana prasarana 
pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta peningkatan mutu pimpinan 
sekolah dalam Depdiknas (2001: 3). Namun demikian, upaya tersebut belum 
menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Edy Suhartoyo (2005: 2) 
mengemukakan kualitas pendidikan dipengaruhi beberapa faktor, seperti: guru, 
siswa, pengelola sekolah termasuk kepala sekolah, karyawan dan komite Sekolah, 
lingkungan terdiri dari orangtua, masyarakat, sekolah, kualitas pembelajaran, dan 
kurikulum. Dengan demikian, inovasi pendidikan secara berkesinambungan 
dalam program pendidikan termasuk program pembelajaran kewarganegaraan 
merupakan tuntutan yang harus segera dilaksanakan 
  
 
Sistem pembelajaran sebagai bagian integral dari sistem kegiatan 
pendidikan, merupakan fenomena yang harus diperbaiki dan dikembangkan oleh 
pihak-pihak terkait dan yang berkepentingan. Hal ini menyangkut banyak hal 
seperti kurikulum, metode, media pembelajaran, materi pembelajaran, kualitas 
pendidik, evaluasi pembelajaran, dan lain sebagainya sehingga tercipta sistem 
pembelajaran yang baik dan berorientasi ke masa depan. Dengan demikian perlu 
dikembangkan prinsip-prinsip belajar yang berorientasi pada masa depan, dan 
menjadikan peserta didik tidak hanya sebagai objek belajar tetapi juga subjek 
dalam belajar. Pendidikan tidak lagi berpusat pada lembaga atau pengajar yang 
hanya akan mencetak para lulusan yang kurang berkualitas, melainkan harus 
berpusat pada peserta didik sebagai pusat belajar dengan memberikan kesempatan 
kepada mereka untuk bersikap kreatif dan mengembangkan diri sesuai dengan 
potensi intelektual yang dimilikinya. 
Sistem pembelajaran yang baik seharusnya dapat membantu peserta didik 
mencapai tujuan-tujuan belajarnya. Meskipun proses belajar mengajar tidak dapat 
sepenuhnya berpusat pada peserta didik seperti pada pendidikan terbuka, tetapi 
yang perlu dicermati adalah bahwa pada hakekatnya peserta didiklah yang harus 
belajar dan mengembangkan diri. Dengan demikian proses belajar mengajar perlu 
berorientasi pada kebutuhan dan kemampuan siswa. Kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan dalam proses belajar mengajar harus dapat memberikan pengalaman 
belajar yang menyenangkan dan berguna bagi peserta didik. Pengajar perlu 
memberikan bermacam-macam suasana belajar yang memadai untuk materi yang 
  
 
disajikan, dan menyesuaikannya dengan kemampuan serta karakteristik peserta 
didik sebagai subjek-didik. 
Winata Putera (1992: 86) berpendapat bahwa mengajar merupakan suatu 
aktivitas profesional yang memerlukan keterampilan tingkat tinggi dan mencakup 
hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan-keputusan. Sekarang ini 
pengajar lebih dituntut untuk berfungsi sebagai pengelola proses belajar mengajar 
yang melaksanakan tugas yaitu dalam merencanakan, mengatur, mengarahkan, 
dan mengevaluasi. Keberhasilan dalam belajar mengajar sangat tergantung pada 
kemampuan pengajar dalam merencanakan, yang mencakup antara lain 
menentukan tujuan belajar peserta didik, bagaimana caranya agar peserta didik 
mencapai tujuan tersebut, sarana apa yang diperlukan, dan lain sebagainya. Dalam 
hal mengatur, yang dilakukan pada waktu implementasi apa yang telah 
direncanakan dan mencakup pengetahuan tentang bentuk dan macam kegiatan 
yang harus dilaksanakan, bagaimana semua komponen dapat bekerjasama dalam 
mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Pengajar bertugas untuk 
mengarahkan, memberikan motivasi, dan memberikan inspirasi kepada peserta 
didik untuk belajar. Memang benar tanpa pengarahan pun masih dapat juga terjadi 
proses belajar, tetapi dengan adanya pengarahan yang baik dari pengajar maka 
proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan dalam hal 
mengevaluasi, termasuk penilaian akhir, hal ini dimaksudkan apakah perencanaan, 
pengaturan, dan pengarahannya dapat berjalan dengan baik atau masih perlu 
diperbaiki. 
  
 
Dalam rangka peningkatan kinerja suatu program pembelajaran, serta 
untuk mengetahui tingkat keberhasilan  dalam suatu lembaga, maka evaluasi 
merupakan hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan, karena melalui 
evaluasi akan diperoleh informasi tentang sejauhmana suatu program dapat 
dilaksanakan, selanjutnya informasi ini digunakan untuk perbaikan program 
tersebut. Menurut Worthen dan Sanders (1981: 1) evaluasi merupakan usaha 
mencari sesuatu yang berharga (worth). Sesuatu yang berharga tersebut adalah 
informasi tentang suatu program, produksi, serta alternatif prosedur tertentu. 
Pelaksanaan penilaian kemajuan dan hasil belajar, diarahkan untuk mengukur dan 
menilai performance peserta didik, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan 
sikap, baik secara langsung pada saat melakukan kegiatan belajar, maupun 
melalui bukti hasil belajar (learning evidence) sesuai dengan kriteria kinerja 
(performance criteria) yang diorganisasikan dalam bentuk portofolio. 
Menurut Djemari Mardapi (2000: 2), evaluasi dalam bidang pendidikan 
ditinjau dari sasarannya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu evaluasi yang 
bersifat makro dan  mikro. Evaluasi yang bersifat makro sasarannya adalah 
program pendidikan pada umumnya, yaitu program yang direncanakan untuk 
memperbaiki bidang pendidikan dalam arti luas.  Evaluasi mikro sering digunakan 
di tingkat kelas. Jadi sasaran evaluasi mikro adalah program pembelajaran di kelas 
atau di sekolah dan yang menjadi penanggungjawabnya adalah guru untuk 
sekolah. Dengan kegiatan evaluasi  sudah mencapai hasil  sesuai dengan harapan 
ataukah belum kemudian diambil keputusan apakah program pembelajaran 
tersebut akan: (1) diteruskan, (2) direvisi, (3) dihentikan, atau (4) dirumuskan 
  
 
kembali sehingga dapat ditemukan tujuan, sasaran dan alternatif baru yang 
mungkin memberikan arah dalam mencapai tujuan dari program pembelajaran 
tersebut.  
Dibidang pembelajaran, evaluasi sangat diperlukan untuk mengetahui 
sejauhmana keberhasilan penyelenggaraan program pembelajaran,. Kegiatan 
evaluasi dalam program pembelajaran, yang sedang maupun telah berjalan  perlu 
dilakukan dengan teliti, sehingga kualitas program  pembelajaran, berdasar 
temuan dalam evaluasi dapat dijadikan usaha untukmemperbaiki. Edy Suhartoyo 
(2005: 2) berpendapat bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam peningkatan 
kualitas pembelajaran, mencakup banyak faktor, antara lain: siswa, pengelola 
sekolah (kepala sekolah, karyawan dan   sekolah), lingkungan (masyarakat, orang 
tua, pengamat pendidikan), kualitas pembelajaran, kurikulum, dan sistem 
evaluasi. Hal senada juga dikemukakan oleh Djemari Mardapi (2003: 8) bahwa 
usaha peningkatan kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan 
kualitas pembelajarandan kualitas sistem penilaian. Berdasarkan dua pendapat 
tersebut, tanpa mengurangi arti penting serta tanpa mengesampingkan faktor-
faktor yang lain, sistem evaluasi merupakan faktor yang sangat berperan dalam 
meningkatkan kualitas pembelajaran,  dan oleh karena itu kinerja dari berbagai 
program pembelajaran, perlu dievaluasi secara sistematis dan objektif. 
Evaluasi merupakan langkah awal dalam kegiatan perencanaan dan pengambilan 
keputusan. Menurut Tyler (1974: 12) evaluasi adalah proses untuk menentukan 
seberapa jauh tujuan pendidikan telah tercapai. Sementara itu Stufflebeam (1985: 
69) menegaskan evaluasi sebagai ”the process for determining the degree to 
  
 
which these changes in behavior are actually taking place”. Maksudnya adalah 
proses menentukan derajat perubahan tingkah laku yang terjadi.  Di kalangan 
masyarakat luas, kualitas pembelajaran,pada umumnya diukur dengan mutu 
lulusannya. Sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang lulusannya memiliki 
pengetahuan, kompetensi, dan pribadi yang dapat diandalkan untuk bersaing. Oleh 
karena itu wajar apabila masyarakat menginginkan pemerintah melaksanakan 
suatu sistem pembelajaran yang mampu membekali dan mengantarkan anak 
bangsa menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. 
Melalui pembelajaran yang berkualitas diharapkan dapat menghasilkan 
sumber daya manusia yang lebih berkualitas dengan menerapkan suatu pola 
kehidupan yang serasi sesuai dengan tatanan kehidupan yang berkarakter yang 
merupakan pencerminan watak khas sebagai bangsa Indonesia dengan mengacu 
pada tatanan kehidupan yang bercirikan falsafah negara Pancasila. Pendidikan 
harus mencerminkan proses jati diri  dalam arti mengaktualisasikan dan 
mewujudkan tata perilaku yang santun serta menempatkan diri ditengah pergaulan 
secara global. Semua itu tidak mengesampingkan tatanan kehidupan dalam rangka 
menjaga nilai nilai persatuan. Muara dari suatu proses pendidikan, apakah itu 
pendidikan yang bersifat akademik ataupun pendidikan kejuruan adalah dunia 
kerja, baik sektor formal maupun sektor non formal. Salah satu jalur pendidikan 
formal yang menyiapkan lulusannya untuk memiliki keunggulan di dunia kerja, 
diantaranya melalui jalur pendidikan kejuruan. 
Sekolah kejuruan dirancang untuk menyiapkan peserta didik atau lulusan 
yang siap memasuki dunia kerja dan mampu mengembangkan sikap profesional di 
  
 
bidang kejuruan.Menurut Wardiman Djojonegoro (1998: 33) pendidikan kejuruan 
ialah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang untuk mampu 
bekerja pada satu bidang pekerjaan. 
Permen 22 tahun 2006 tentang standar isi menyebutkan bahwa: 
Pendidikan kejuruan adalah salah satu bentuk dari sitem pendidikan yang  ada di 
Indonesia,  pendidikan ini mempunyai misi untuk membantu peserta didik dalam 
mengembangkan sikap profesionalismenya, mampu berkompetensi, dan mampu 
meniti tahap-tahap perkembanganya agar dapat menyesuaikan dirinya dalam 
dunia kerja dan berkarier didunia ketenagakerjaan. Tujuan pendidikan secara 
spesifik  adalah meningkatkan kecerdasan  pengetahuan, kepribadian aklak mulia 
serta ketrampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan 
lebih lanjut sesuai dengan program kejuruannya agar dapat bekerja secara efektif 
dan efisien, mengembangakan keahlian dan ketrampilannya, menguasai bidang 
keahlian dan adasar-dasar ilmu pengetahuan  dan teknologi, memiliki etos kerja 
yang tinggi, berkomunikasi sesuai tuntutan pekerjaannya, serta memiliki 
kemampuan dalam mengembangkan diri. Dari pendapat ini terkandung suatu 
pengertian bahwa pendidikan kejuruan merupakan suatu wahana dalam 
mempersiapkan anak didik agar nantinya terjun ke dunia kerja yang memerlukan 
suatu penguasaan ketrampilan khusus pada bidang yang mereka tekuni,lembaga 
yang membidangi pendidikan ini adalah sekolah menengah kejuruan yang 
selanjutnya di sebut SMK. 
Menurut Carman (2004: 2) ketrampilan pokok harus dikuasai subyek 
dalam rangka memasuki dunia kerja adalah  : (a) Ketrampilan yang berdasar 
  
 
tempat kerja (basic workplace skills) yang meliputi terampil membaca, menulis 
dan berhitung; (b) Pengetahuan lingkungan kerja (basic workpalce knowledge) 
yang meliputi konsep konsep pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan 
kerja, mengerti proses produksi, struktur organisasi, budaya kerja,dan prinsip-
prinsip dasar keuangan; (c) Ketrampilan dasar kerja (basic Employability skill) 
yang meliputi ketrampilan kerja tim, penyelesaian masalah, membuat keputusan, 
mendemonstrasikan manajemen tim, membuat keputusan, mendemonstrasikan 
manajemn diri, menjalin hubungan dengan relasi. 
Lembaga pendidikan SMK merupakan salah satu pilar pembaharuan yang 
diharapkan dapat membawa perubahan  bangsa kearah yang lebih baik. Proses 
pendidikan yang berkualitas di SMK, diharapkan dapat mempersiapkan anak 
bangsa untuk menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan 
tuntutan global. Peran utama SMK adalah menghasilkan lulusan yang memiliki 
kualifikasi kompetensi kejuruan, dan dengan kompetensi itu diharapkan 
lulusannya segera dapat terserap di lapangan kerja, maupun mampu membuka 
lapangan kerja sendiri. Depdiknas (2007) menegaskan bahwa SMK adalah salah 
satu lembaga pendidikan yang mempunyai tujuan sebagai berikut: (a) 
Menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja 
mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan industri 
sebagai tenaga tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program 
keahlian yang dipilihnya; (b) Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih 
karier, ulet, dan gigih dalam berkompetisi, beadaptasi di lingkungan kerja, dan 
mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya;  (c) 
  
 
Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni agar 
mampu mengembangkan diri di kemudian hari, baik secara mandiri maupun 
melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan (d) Membekali peserta didik 
dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan program keahlian yang 
dipilih. 
Lulusan pendidikan kejuruan diharapkan menjadi individu yang produktif 
yang sekarang ini semakin didambakan masyarakat, khususnya masyarakat yang 
berkecimpung langsung dalam dunia kerja. Pendidikan kejuruan memang 
mempunyai kualifikasi sebagai (calon) tenaga kerja yang memiliki keterampilan 
vokasional tertentu sesuai dengan bidang keterampilannya. 
Dari studi awal yakni ditemukan adanya fenomena tentang kualitas lulusan 
pendidikan kejuruan yang menerapkan ukuran ganda, yaitu kualitas menurut 
ukuran sekolah atau in-school success standards dan kualitas menurut ukuran 
masyarakat atau out-of school success standards”. Kriteria pertama meliputi aspek 
keberhasilan peserta didik dalam memenuhi tuntutan kurikuler yang telah 
diorientasikan pada tuntutan dunia kerja, sedangkan kriteria kedua, meliputi 
keberhasilan peserta didik yang tertampilkan pada kemampuan unjuk kerja sesuai 
dengan standar kompetensi nasional ataupun internasional setelah mereka berada 
di lapangan kerja yang sebenarnya. Upaya untuk mencapai kualitas lulusan 
pendidikan kejuruan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja tersebut, perlu 
didasari dengan kurikulum yang dirancang dan dikembangkan dengan prinsip 
kesesuaian dengan kebutuhan stakeholders. Kurikulum pendidikan kejuruan 
  
 
secara spesifik memiliki karakter yang mengarah kepada pembentukan kecakapan 
lulusan yang sesuai yamg dibutuhkan dunia kerja.  
Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang dimulai dari 
berpikir mengenai ide kurikulum sampai bagaimana pelaksanaannya di sekolah. 
Sudarwan Danim (2003: 14) mengungkapkan bahwa: aspek-aspek dalam prosedur 
pengembangan kurikulum  terdiri atas empat dimensi yang saling berhubungan 
satu terhadap yang lain,   yaitu : (1) kurikulum sebagai suatu ide atau konsepsi, (2) 
kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, (3) kurikulum sebagai suatu kegiatan 
(proses pembelajaran) dan (4) kurikulum sebagai suatu hasil belajar yang 
direncanakan. Dalam Sistem pembelajaran yang baik, pengajar perlu menentukan 
strategi, misalnya metode apakah yang perlu dipakai untuk mengajar mata 
pelajaran tertentu, alat dan media apakah yang diperlukan untuk membantu 
peserta didik membuat suatu catatan, melakukan praktikum, menyusun makalah 
diskusi, atau cukup hanya dengan mendengar ceramah pengajar saja. Dalam 
proses pembelajaran, pengajar selalu dihadapkan pada bagaimana melakukannya, 
dan mengapa hal tersebut perlu dilakukan. Begitu juga dalam hal evaluasi 
dihadapkan pada bagaimana sistem evaluasi yang digunakan, bagaimana 
kriterianya, dan bagaimana pula kondisi peserta didik sebagai subjek belajar yang 
memerlukan nilai itu. 
Selama ini, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan  di sekolah kurang 
begitu menarik perhatian peserta didik. Pembelajaran Pendidikan 
kewarganegaraan  dianggap sebagai pelajaran yang membosankan karena seolah-
olah cenderung “hapalan dan kurang mengarah pada pemahaman kearah 
  
 
penerapan dalam kehidupan sehari hari”. Bahkan kebanyakan siswa menganggap 
bahwa pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan  masih dirasa kurang 
memberikan  sumbangan yang lebih  bagi dinamika dan pembangunan bangsa. 
Ditambah lagi dengan realitas kehidupan kenegaraan yang tidak menentu dengan 
di tandainya banyak pelanggaran tertib hukum kenegaraan. Tidak mengherankan 
jika prestasi pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan  siswa juga cenderung 
kurang memuaskan. 
Sikap siswa yang cenderung apatis terhadap pembelajaran Pendidikan 
kewarganegaraan  tentu diakibatkan oleh banyak faktor baik intern maupun 
ekstern. Faktor ekstern misalnya terkait dengan penyajian materi pembelajaran 
pendidikan kewarganegaraan  yang jauh berbeda dengan kehidupan sehari hari 
yang di hadapi siswa, metode pembelajaran yang kurang sesuai dengan substansi 
materi pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan, kurangnya sarana 
pembelajaran yang mendukung, di samping kinerja guru pendidikan 
kewarganegaraan  yang merupakan faktor utama cenderung belum memuaskan, 
dan hal itu berdampak pula pada kurang kondusifnya proses pembelajaran 
pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan faktor internal meliputi sikap siswa 
terhadap pelajaran cenderung kurang positif, begitu juga dengan minat dan 
motivasi yang cenderung rendah. 
Dalam proses pengembangan motivasi belajarnya, peserta didik perlu 
dipacu kemampuan berfikirnya secara logis dan sistematis. Dalam proses 
pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, pengajar harus memberi arahan yang 
jelas agar peserta didik dapat memecahkan suatu persoalan secara logis dan 
  
 
ilmiah. Salah satu aspek yang penting adalah bagaimana peserta didik dapat 
terlatih berpikir secara deduktif-induktif. Artinya, dalam proses belajar mengajar 
peserta didik perlu diarahkan sedemikian rupa sehingga mereka dapat 
mempelajari materi pelajaran melalui pengalaman. Dengan cara seperti ini mereka 
dapat secara langsung dihadapkan pada suatu realita di lapangan. Seperti halnya 
peserta didik disediakan  model pembelajaran yang bersifat khusus yang 
memberikan pengalaman, berdiskusi, penelitian, dan lain sebagainya yang 
diarahkan untuk menarik kesimpulan baik deduktif maupun induktif. 
Dalam studi awal ditengarai adanya bentuk bentuk pembelajaran yang 
hanya berorientasi pada materi yang semata mata memusatkan pada pencapaian 
target pembelajaran dalam kurikulum. Dalam rangka pengembangan 
pembelajaran pendidikan kewarganegaraan  agar lebih bermakna sekurang-
kurangnya terdapat berbagai bidang yang seyogianya mendapat perhatian. 
Pertama, materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan  harus mampu 
mengembangkan integritas dan jati diri siswa, sehingga terbentuk karakter peserta 
didik yang memiliki sikap cinta tanah air, kebersamaan dalam perbedaan, 
toleransi, empati, dan sikap-sikap positif  lain yang berharga baik bagi dirinya, 
masyarakatnya, maupun bangsanya. Materi pembelajaran pendidikan 
kewarganegaraan  memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keutuhan 
persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia yang 
sangat heterogen. Oleh karena itu, pihak-pihak yang ikut bertangungjawab dalam 
pengembangan materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan  harus saling 
mendukung  satu sama lain  
  
 
Untuk menjawab tantangan itu fokus penelitian ini lebih mengkhususkan 
pada arah potret pembelajaran. Oleh karenanya, kreativitas perlu dikembangkan 
melalui penciptaan suasana kelas yang kondusif di mana konteks pembelajaran 
perlu di identivikasi dalam rangka pengembangan pembelajaran itu berlangsung. 
Input dari proses pembelajaran  perlu dikaji termasuk didalamnya tenaga 
kependidikan, siswa dan kurikulum, Faktor kinerja guru merupakan salah satu 
komponen input yang berpengaruh terhadap pencapaian kualitas pembelajaran. 
Proses pembelajaran akan menunjukkan kualitas tinggi apabila didukung oleh 
segala kesiapan input termasuk kinerja guru yang maksimal dalam kegiatan 
belajar mengajar. Kondisi siswa juga terbentuk melalui hasil proses belajar 
mengajar, maka kondisi siswa tersebut memiliki komponen yang meliputi 
kognitif, apektif, dan konatif. Ketiga domain ini memiliki hubungan yang erat, 
terlebih lagi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat mengetahui kognisi 
dan perasaan seseorang terhadap suatu objek tertentu. 
 Komponen aspek kognitif merupakan representasi dari apa yang 
dipercayai oleh individu pemilik sikap. Sikap merupakan komponen internal yang 
berperan sekali dalam mengambil kesempatan untuk belajar meningkatkan daya 
intelektualnya sendiri, Untuk mengembangkan sikap positif peserta didik dalam 
proses pembelajaran  pendidikan kewarganegaraan  perlu dilaksanakan secara 
terencana melalui kurikulum untuk meningkatkan dan membangkitkan upaya 
yang kompetitif. Berkaitan dengan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan  
yang berorientasi pada tujuan , maka proses pembelajaran yang menyangkut 
persipan dan pelaksanaan pembelajaran perlu pemikiran yang matang.  
  
 
Untuk menyikapi tantangan ini, diperlukan program evaluasi pembelajaran 
Pendidikan kewarganegaraan  yang berorientasi pada input,proses, dan output.  
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, baik kajian konseptual dan praktik 
penyelenggaraan pendidikan di lapangan, maka dapat diidentifikasi permasalahan 
sebagai berikut. 
1. Evaluasi yang selama ini diterapkan belum mengungkap pembelajaran 
kewarganegaraan secara utuh, dan hanya terfokus pada kemampuan akademik 
dan itupun pada ranah kognitif. 
2. Kurikulum pembelajaran kewarganegaraan kurang disosialisasikan secara 
intensif sehingga substansi utama dari kurikulum tersebut kurang mencapai 
sasaran. 
3. Pembelajaran kewarganegaraan  belum disajikan secara menarik, dan masih 
banyak pelaksanaan pembelajaran kewarganaan yang belum sesuai 
kenyataan, sehingga materi pembelajaran kewarganegaraan cenderung 
menjenuhkan. 
4. Metode yang digunakan dalam pembelajaran kewarganegaraan masih 
cenderung monoton, dan masih didominasi oleh ceramah guru yang 
menjadikan guru sebagai sumber utama dalam pembelajaran pembelajaran 
kewarganegaraan   
5. Kinerja guru pendidikan  kewarganegaraan,  belum menunjukkan hasil yang 
positif baik dari segi penguasaan konsep dan materi kewarganegaraan, 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 
  
 
6. Sarana pembelajaran yang tersedia di sekolah masih terbatas dan belum 
mendukung sepenuhnya bagi peningkatan kualitas pembelajaran 
kewarganegaraan  . 
7. Sikap siswa dalam pembelajaran kewarganegaraan  kurang positif, yang 
berarti bahwa ada permasalahan serius dalam pelaksanaan pembelajaran 
kewarganegaraan  dan perlu segera dipecahkan. 
8. Motivasi belajar siswa dalam pembelajaran kewarganegaraan  masih rendah 
karena sikap yang kurang positif, sehingga usaha-usaha untuk mencapai 
tujuan belum maksimal. 
9. Sistem evaluasi yang komprehensif belum diperhatikan oleh penyelenggara 
sekolah terutama menyangkut input, process, dan out put sehingga upaya-
upaya peningkatan mutu sekolah belum optimal. 
 
C. Fokus Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 
penelitian ini difokuskan pada upaya pembahasan masalah yakni evaluasi 
pembelajaran kewarganegaraan  di SMK, berupa ; 
1. Konteks : yang menyangkut kualitas pembelajaran kewarganegaraan  di 
Sekolah Menengah Kejuruan. 
2. Input : yang menyangkut tenaga kependidikan, siswa dan kurikulum. 
3. Proses : yang menyangkut persiapan dan pelaksanaan pembelajaran. 
4. Produk : yang menyangkut bagaimana prestasi setelah proses pembelajaran 
berlansung mengenai pengetahuan, sikap dan ketrampilan. 
  
 
D. Rumusan Masalah  
Karena kurang tersedianya sistem evaluasi yang bermanfaat secara optimal 
untuk pelaksanaan pembelajaran kewarganegaraan  di SMK, maka rumusan 
masalah yang di kemukakan adalah :  
1. Bagaimanakah aspek konteks ditinjau dari relevansi evaluasi pembelajaran 
kewarganegaraan. 
2. Bagaimanakah aspek input ditinjau dari karakteristik siswa dan ketersediaan 
sarana. 
3. Bagaimanakah aspek proses ditinjau dari proses belajar mengajar, aktivitas 
guru dan siswa, kegiatan belajar mengajar dan penilaian yang dilakukan guru. 
4. Bagaimana produk di tinjau dari hasil belajar siswa berkarakter dengan 
pengetahuan, sikap dan ketrampilan dalam berwarganegara. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian inia dalah : 
1. Untuk mendapatkan informasi dan mengetahui gambaran tentang aspek 
konteks ditinjau dari relevansi evaluasi pembelajaran kewarganegaraan. 
2. Untuk mendapatkan informasi dan mengetahui gambaran tentang aspek input 
ditinjau dari karakteristik guru, siswa dan kesediaan fasilitas pendukung 
evaluasi pembelajaran kewarganegaraan. 
3. Untuk mendapatkan informasi tentang proses ditinjau dari proses yang 
meliputi proses belajar mengajar, persiapan mengajar, aktivitas guru dan 
aktivitas siswa, kegiatan belajar mengajar dan penilaian yang dilakukan dalam 
evaluasi pembelajaran kewarganegaraan. 
  
 
4. Untuk mendapatkan informasi tentang produk ditinjau dari hasil pengetahuan, 
sikap dan ketrampilan bernegara. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk : 
1. Guru  
a. Dapat meningkatkan profesionalisme 
b. Guru dapat memperbaiki kinerja 
c. Guru dapat mengembangkan wawasan berfikir ilmiah 
d. Guru dapat memperbaiki metode belajar mengajar dan member perlakuan 
khusus sesuai dengan kebutuhan siswa. 
2. Siswa 
a. Meningkatkan motivasi belajar kewarganegaraan 
b. Meningkatkan ketrampilan berwarganegara 
c. Meningkatkan prestasi dan sikap kewarganegaraan 
d. Secara psikologis evaluasi berfungsi sebagai media untuk membentuk 
sikap dan tingkah laku siswa. 
3. Sekolah 
a. Sekolah dapat meningkatkan kesadaran guru tentang pentingnya 
penelitian. 
b. Sekolah dapat meningkatkan mutu pelaksanakan evaluasi hasil belajar. 
c. Sekolah dapat menjadikan informasi dan masukan untuk pengambilan 
keputusan lebih lanjut. 
 
  
 
G. Definisi Istilah 
1. Evaluasi Pembelajaran 
Seperangkat  informasi yang dapat memberikan sumbangan secara optimal 
agar dapat mencapai tujuan penyempurnaan, dalam hal ini menyangkut 
permasalahan yang berkaitan dengan proses pembelajaran pendidikan 
kewarganegaraan yang merupakan bentuk spesifik dari seperangkat komponen 
dan prosedur yang berurutan untuk mewujudkan suatu proses. Seperangkat 
prosedur di sini diartikan beberapa prosedur yang tergabung dalam suatu kesatuan 
yang saling melengkapi, serta mempunyai tingkat persentase yang bersifat 
menyeluruh, atau abstraksi dari realitas dengan memusatkan perhatian pada 
beberapa sifat saja, sehingga evaluasi yang nantinya diterapkan mengkusus pada 
sikap pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang berada di sekolah 
menengah kejuruan. 
2. Pembelajaran kewarganegaraan di SMK 
Pembelajaran kewarganegaraan di Sekolah Menengah Kejuruan, sebagai 
bentuk spesifik dari seperangkat komponen dan prosedur yang sistematis untuk 
memperoleh informasi dengan tepat baik dari segi isi, cakupan, format maupun 
penyampaian agar bermanfaat secara optimal bagi pembelajaran pendidikan 
kewarganegaraan di Sekolah Menengah Kejuruan. 
